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Menimbang

Mengingat

c.

d.

bahwa dalam rangl<a pelalsanaan ketentuan pasal B ayat (2) Peraturan Menteri
Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidilan Madrasah,
perlu memberikan izin operaslonal terhadap Madrasah Swasta di lingkungan
I(antor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua;
bahwa dalam rangka meninglotkan akses pendidikan Madrasah yang bermutu,
perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat melalui organisasi berbadan
hukum untuk menyelenggaral<an pendidikan madrasah sesuai dengan standar
nasional pendidikan;
bahwa Madramh yang tercanurm dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi
persyaratan adminisEatif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b
{i a!a+ perlu menetapkan Keputusan Menterl Agama Republik Indo*esia tentang
Femberian tiilr -Operasionat Fendirian ltfadrasah lbEdaiyah lntegral At Hihnah
Hidayatullah Ift bupaten Merauke.

Undangundang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidilon Nasional
flembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negam Republik Indonesia Nomor 430 1);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Curu dan Dosen fLembaran
Negana Republlk Indonesia Tahun 20OS Nomsr 157, Tambahan Lembaran F{egara
Republik Indonesia Nomor 4586);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4L
Tambahan Lembaran NEIara Republik Indonesia Nomor 4{;96) sebagalmana telah
diubah dengan Peraturan Pemeiintah Nomor 32 Tahun 20tltentailg perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor t9 Tahun 2005 tentang shndar Nasional
len{ir[kan flembaran Negara Republik lndonesia Tdur 2O13 Nomor 71,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajiS Belajar [Lembaran
N"gun..ngplblik Ind-onsia Tahun 2008 Nomor 90, Ta'inbaf,an mmbaian Negara
Republik lndonesia Nomor 4863);
Peraturan Pemerinah Nomor 48 Tahun 2o08 tentang pendanaan pendidlkan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Z00B- Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4864);
Peraturan Pemerinhh Nomor 74 Tahun 2008 tenans Guru flembaran Neeara
B"puFliF _ 

Indonesia-- Tahun 2008 Nomor 194, Taml-bahan Lembaran Nefiara
Republik Indonesia Homor 494 !;
Peraturan Pemerintah Nomor t7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Inionesii Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 

-Republik 
Indonesia Nomor 5150)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemertntah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157);
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tengag Standar
Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah lbddaiyah,- Sekolah
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/
Madrasah Aliyah;

7.



LL.

12.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal Pendidikan di lhbupaten/Koa sebagaimana telah diubah
menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nornor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun
2010 tentangStandar Pelayanan Minimal Pendidikan di lkbupaten fKob;
Perahrran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendldlkan Agama lslam pada Sekolah (Rerlta
Negara Republik Indonesia Tahun2012 Nomor 2O6) sebagiimana telah diubah
dengan Perahrran Menteri Agama Nomor 3l Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2OL2 tentang Pengawas Madrasah dan
Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Org'anisasi dan Tata Keria lrrtansi Yertihal Kementerian Agama fBerita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor851);
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah fBerita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama
Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Tahun
2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O15 Nornor 1733\;

Menehpkan
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KEEMPAT

KEIJMA

[TEMUTUSKAI{

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESI,A TENTAI.IG PEMBERIAN IZIN
OPEMSIONAT PENDIRIAN MADMSAH IBTIDAIYAH INTEGRAL At HIKMAH
HIDAYATULLAH KABUPATEN MERAUKE.

Memberlkan hin Operastonal Pendr'rfan ltladrasah kepada lt{adrasah sebagaimana
ter€ntum dalarn Lamplran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.
Setelah iangka wa}or 7 (tuiuh) tahu& Kepala l{adrasah lbtidaiyah yang bersanglaran
wajib:
a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala lkntor

Kementerian Agama ya-ng memuS! paling sedildt perkembangan iumlah peserta
didih peknaan kurihrhnn, peknaan pemenu,han standar sarzma prixnrana
dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidikan dan tenaga pendidikan; dan/atau

b. Mengajukan pendaftaran visitasi alaeditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal perkembanpn madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA
huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan
dan/atau hasil akreditasi sebagaimana iiimaksud Dikturi fEUU[Iuruf b mendapat
Pg4ngltat minirnd G male tiin operasional sehgaimana dirnalsud ddam Dil$ilm
KESATU tetap berlaku
Dalam hal perkemban8an madrasah sebagimana dimaksud dalam Dtktum IGDUA huruf
a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau
hasil akreditasi sebapimaria riimaksud Dikruh -xtoutr 

huruf b udak meniapat
pg!!&t- minimal G maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktirm
KESATU dicabut
Keputusan ini herhhrpada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandl fayapura
Pada tangal 06 Februari 2018

AGAMARI
KANTORWILAYAH

AGAUA PROVINSI PAPUA
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1 NAMAMADRASAH MI. INTEGML At HIXMAH HIDAYATULI,AII

2 N OMOR STATISTTK MADNASAH 11129101{XXr6

3 ALAMATMADRASAH Ialan : fl.Trans lrian

Desa/Kelurahan : Kelapa Lima

Kecamatan : Merauke

I(ab/Kota : Merauke

4 NAMA ORGANTSAST/YAYASAN

PENYETEHGGARA

Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah

5 AKTE NOTARTS ORGANTSASI/YAYASAN

PENYEIENGGARA

NO.9 Indah Kaherunnisa, SH, M.Kn

Tanggal?SluJ.lZAL2

6 PENGESAHAN AKTE NOTARIS

oRGANISASI/YAYASA}I PENYELENGGARA

AHU-5382-AH.01.04 Tahun 20 12

Tanggal 29Agustusz01z
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